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SALINAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 6 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAK PENGAMBIT.AN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAII TANAII DAN AIR PERMUKAAN

DENCAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

: a bahwa dengan ditetapkannya Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000,
mtangPembabmatuUndang—nmdmgNo.lSTdmnle
Pajak Dacrah dan Rctribusi Dacrah, maka Pajak Pcngambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah ‘'anah dan Air Permukaan merupakan jenis

Pajak Propinsi.

b.’mammkmolaksmkmsobayimmadimakmdlmmfap«lu
mengatur pemunguizan Pajak Pengambilan dan Pemanfzatan Air Bawah

Tanah dan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daersh.

: 1. Undang — undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentuken Propinsi
Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor

64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).

2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan — ketentuan
Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22

Tambahan Lembaran Nogara Nomor 2831 ).

3. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran
Negara Tahwn 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3046 ).

4. Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
( Tembaran Negara Tshun 1981 Nomor 76, Tambahan T.embaran

Negara Nomor 3209 ).

5. Undang - undang Nomor 17 Tabun 1997 tentang Badan Penyelessian
Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan

Lembaran Ncgara Nomor 3684 ).

6. Undang — undang Nomor 19 Tabun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638 ). :

7. Undang — Undang Nomor 23 tahun 1997 tcntang Pengclolaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara tabhun 1997 Nomor 25

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ).

8. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685).

8. Undang — undang ...
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9. Undang — Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839 ).

10. Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ).

11. Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemcrintah dan Kowenangan Propinsi Scbagai Dacrah Otonom.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lemabaran
Negara Nomor 4138 ).

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang — undangan, dan Bentuk Rancangan Undang —
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ).

15. Peraturan Daerah Propingi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Dinas — Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 3 ).

Dengan Persetujuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII PROPINSI SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Propinsi Sumaiera Utara.
b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Kcpala Dacrah adalah Gubcrnur Sumatcra Utara.

d. Dinas Pendapatan ....
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Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

. Pajak adalah Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Pcngambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pcrmukaan yang sclanjutnya
disecbut Pajak adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah ‘lanah dan Air
Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar
rumah tangga dan pertanian rakyat.

Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara
alamiah diatas permukaan tanah.

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut.

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah
tanah dan air permukaan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Dacrah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, alau oTganisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 ( satu ) bulan takwim atau
jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dacrah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dacrah.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Kcputusan Kcberatan yang diajukan olch Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang olch
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak yang
terutang, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut
peraturan perundang — undangan perpajakan dacrah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyctoran pajak yang terutang ke Kas
Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Surat Ketctapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang sclanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kckurangan pcmbayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih
harus dibayar.

s. Surat Ketetapan ...
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{ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
ditetapkan.

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah
surat keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak scharusnya terutang.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
kepulusan yang menentukan jumlah pajak yang (erulang sama besamya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

w. Surat Tagihan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

k. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan lerhadap Surat Keletapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dacrah
Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olch
Wajib Pajak.

y. DPomcriksaan adalah scrangkaian kcgiatan untuk mcncari, mengumpulkan, dan mcngolah
dana dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpapajakan
dacrah.

Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 ( satu ) Tahun Pajak.

aa. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang — undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Keietapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, Sural Ketelapan Pajak Dacrah
Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

bb. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sclanjutnya discbut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang pcrpajakan Dacrah yang terjadi dan mencmukan tersangkanya..

cc. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

N

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
dipungut pajak atas setiap pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 3
(1) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
a. Pengambilan Air Bawah Tanah dan /atau Air Permukaaan

b. Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan
¢. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan.

(2) Dikecualikan ...
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(2) Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan adalah :

a. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah olch Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

b. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara yang
khusus eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber —
sumber air.

¢. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk
kepentingan pengairan pertanian rakyat. .

d. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan
dasar rumah tangga. '

e. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk keperluan
Sosial antara lain Sekolah dan Rumah Ibadah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah
orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawzh tanah dan atau
air permukaan.

(2) Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah
orang pribadi atau badan yang mengambil dan atan memanfaatkan air bawah tanah dan atau
air permukaan, :

BABIN

DASAR PENGENAAN, TARIP PAJAK DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
adalah nilai perolehan air.

(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang
dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :

Jenis sumber air;

Lokasi sumber air; _

Volume air yang diambil atau dimanfaatkan,

Kualilas air;

T uas areal tempat pemanfaatan air;

Musim pengambilan atau pemafaatan air;

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan
air.

R MG RO o

(3) Cara penghitungan nilai perolehan air scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
dengan Kepala Dacerah.

(4) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6 ....
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Pasal 6

Tarip pajak Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

ilclapkan scbagai berikut :
) Air Bawah Tanah schesar 20 % ( dua puluh persen )

b) Air Permukaan sebesar 10 % ( sepuluh persen )

Pasal 7

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BABIV
WILAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Wilayah pemungutan pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air diambil.

BABYV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka wakt vang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim, atan jangka
waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Baat pajak terutang adalah pada saat pengambilan air bawah tanah dan air permukaan atau sejak
diterbitkan SKPD.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak diterbitkan SKPDKB,
SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding yang menycbabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Tala cara pembayaran, penycioran, lempal pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BABVII ....
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BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Pasal 12
(1) Sctiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
scrta ditanda tangani olch Wajib Pajak atau orang yang dibcri kuasa olchnya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Benluk, isi dan lala cara pengisian SPTPD dilctapkan olch Kepala Daerah berpedoman
kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) Kepala Daerah
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD .

(2) Beniuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Daerah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat
menerbitkan :
a. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar dalam hal :
(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keferangan lain, pajak yang lerulang
tidak atau kurang dibayar.
(2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala Dacerah
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
(3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan
atan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang

¢. Surat Kctctapan Pajak Dacrah Nihil apabila jumlah pajak yang tcrutang sama bcsarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
admmistrasi berupa bunga scbesar 2% (dua persen) sebulan dihilung dari pajak yang kurang
atan terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua putuh empat) bulan dihitung
scjak saat terutangnya pajak.

) Jumlah ....

7.




3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkan sendiri scbelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % dua puluh lima) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak.

| Pasal 15
(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b. Dari hasil penclitian Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah terdapal kekurangan pembayaran
o schagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, |

¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Darah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
saat terutangnya pajak.

(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan
-sanksi administrasi berupa bunga secbesar 2% (dua persen) scbulan, ditagih melalui Surat
Tagihan Pajak Dacrah.

(4) Bentuk, isi dan Tatacara penyampaian STPD ditetapkan olech Kepala Dacrah berpedoman
kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
. TATA CARA PENAGTHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BABX ....




BABX
BIAYA PEMIUUNGUTAN
Pasal 17

(1) Dalam rangka kegiatan Pemungutan Pajak Dacrah dapat diberikan biaya Pemungutan sebesar
5 % ( lima persen ).

(2) Pcdoman tentang alokasi biaya pcmungutan scbagaimana dimaksud ayat (1) ditctapkan olch
Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BABXI .
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 18

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk atas suatu :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

¢. Surat Keletapan Pajak Dacrah Lebih Bayar.

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

¢. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan daecrah yang berlaku.

(2) Kebel.raian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan — alasan

yang jcias

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib
Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebu.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan scjak tanggal surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipcnuhi karcna di luar kckuasaannya.

(5) chcratan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) tidak dianggap scbagai surat keberatan, schingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan lidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan
pajak.

Pasal 19

(1) Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan ...,




(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besamnya pajak yang terutang,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dacrah
tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan,

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding, hanya kepada Badan Penyelesaian
Scngketa Pajak tcrhadap keputusan mengenai keberatanmya yang ditctapkan olch Kcpala
Daerah.

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertuls dalam bahasa
Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
pajak.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atan seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan.

BABX1I

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD
atau SKPDKB atau SKPDKBT atan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam pencrapan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah. o

(2) Kepala Daerah dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang tcrutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah,
dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya. '

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan
Kepala Daerah.

(4) Kepala Dacrah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak
Pcngambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

BABXIII ....
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BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau
Pcjabat tidak mcmbcrikan koputusan, permohonan pengembalian kclcbihan pcmbayaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhilungkan uniuk melunasi {erlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SPKDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dacrah atau Pejabat memberikan imbalan
bunga scbesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 24

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan tertulis kepada Kepala
Daerah sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :

a. Nama dan alamal Wajib Pajak;
b. Masa Pajak

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
d. Alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau
melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah dan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan
bukti saat diterima oleh Kepala Dacrah.

Pasal 25

(1) Pengembalian kelebihan pjak dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
(2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
scbagaimana dimaksud di dalam pasal 23 ayal (4), pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga herlaku sebagai bukti pembayaran.

BABXIV ....
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BABXIV
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 26
Hasil Pencrimaan Pajak sebagai berikut :
(1) Untuk Daerah 30% (tiga puluh persen).
(2) Untuk Daerah Kabupaien / Kota di wilayah Daerah memperoleh 70% (tujuh puluh persen),
dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Daerah Kabupaten / Kota yang
bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Kabupaten/Kota.

(3) Persentase Pencrimaan pajak untuk Kabupaten/Kota pada butir (2) diatas untuk aspek
pemerataan dan potensi akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BABXV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa sctelah melampaui jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung scjak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)’ tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau.
b. Ada pcngakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28
(1) Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Kriteria Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan
ditctapkan olch Kcpala Dacrah dengan berpcdoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri,

Pasal 29

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenubhan kewajiban

perpajakan dacrah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib -
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terhutang,

b. Memberikan ....
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b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

¢. Memberikan kelerangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut olch Kepala Dacrah dengan berpedoman
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVII
KETENTUAN KHUSUS
Pasai 30

(1) Sctiap pcjabat dilarang mcmbcritahukan kcpada pihak lain yang tidak berhak, scgala scsuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya olch Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali
sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

(2) Larangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

(3) Untuk kepentingan Dacrah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis pada pejabat
yang ditunjuk scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari
atau tentang wajib pajak pada pihak yang ditunjuknya.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdaia atas
permintaan hakim scsuai dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Kepala
Dacrah dapat memberi izin tertulis untuk mominta kepada pcjabat scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tenaga ahli scbagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa
alau nama fergugal, kelerangan-kelerangan yang diminta serla kailan aniara perkara Pidana
atau Perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar schingga
mcrugikan kcuangan Dacrah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau
denda paling banyak 4 (¢mpat) kali jumlah pajak yang lerutang,

() Apabila ...
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(3) Apabila Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tidak
dilunasi 3 (tiga) bulan berturui-turut maka aliran Pengambilan dan Pemanfaatan Air dapat
diputus.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 31 tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa
pajak atau berakhirya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 33

(1) Pejabat Pegawal Negeni Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus scbagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah scbagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 teniang
Hukum Acara Pidana .

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ataun laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kcbenaran perbuatan yang  dilakukan schubungan dengan tindak pidana
perpajakan daerah tersebut;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. Mecmcriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumcn-dokumcn lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

€. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen — dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Mcminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pclaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan dacrah;

g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan scdang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau
dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dacrah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi.

j- Mocnghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik ...
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(3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

(1) Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Alr Pormukaan sebelum peraturan ind ditctapkan dapat dilakukan Pemungutan Pajak.

(2) Bapi Wajib Pajak vanpg belum mempunyai izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanzh dan Air Permukaan dapat dilakukan penaksiran oleh Tim Penaksir yang akan diatur
lcbil lanjut dengan surat keputusan Kepala Dacrah

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
ditetapkan olch Kepala Dacrali.

Pasal 36
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setizp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara.
Disahkan di Medan
pada tanggal 30 Juli 2002 .
GUBERNUR SUMATERA UTARA
dto

T. RIZAL NURDIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal ..2..=. 4..7.. 2002

SEEKRETARIS DAERAH PROPINSI

Z/(./




PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : J TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Umum

. Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemeriniah Pusal dan Daerah, Penyclenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan
dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada
Daerah.

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daecrah tersebut perlu menekankan pringip - prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dan akuntanbilitas serta
memperhatikan potensi dan keanckaragaman Dacrah. Pajak Daerah merupakan salah satu
sumber Pendapatan Dacrah yang penting guna membiayai penyclenggaraan Pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Dacrah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab.

Untuk ini semua, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah perlu digsesuaikan mengikuti perkembangan keadaan dengan dikeluarnya
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk mengaiur lebih lanjut beberapa hal yang dipcrlukan, maka felah pula ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah scbagai pcnggaﬁti
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Air adalah merupakan kekayaan alam yang dibutuhkan manusia yang dikuasai oleh Negara
scrta diutamakan untuk kepentingan scrta kescjahtcraan rakyat agar kcbutuhan masyarakat
dapat tercukupi, air beserla sumber — sumbernya harus dilindungi, dikendalikan dan dyaga
kelestariannya agar bermanfaat dalam jangka panjang.

Dengan berkembangnya usaha yang mepergunakan Pengambilan Pemantaatan Air Bawah
Tanah Air Permukaan di Propinsi Sumatera Utara perlu diambil langkah —langkah tindakan
terpadu, terencana yang pertu diatur dengan Peraturan Daerah.

Il. Pasal .....
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#I. Pasal demi Pasal

Pasal 1  Cukup jelas.
asal 2 : Cukup jelas
asal 3 Ayat 1 (a) : Yang dimaksud dengan Pengambilan Air Bawah Tanah

| dan/atau Air Permukaan dalam sektor Pertambangan
Migas.
(b) Yang dimaksud dengan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan/atau Air Permukaan dalam ketentuan ini, antara lain
pemanfaatan dibidang ketenagalistrikan.

Ayat 2 Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Objek Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan , adalah Pengambilan Pemanfaatan yang
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.

® Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasai 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pagal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
. Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 ...
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Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Pembagian Hasil Penerimaan Pajak diperhitingkan dari realisasi

penerimaan setelah dikurangi biaya pemungutan.

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 | : Cukup jelas -
‘ Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas ‘

Pasal 36 : Cukup jelas
. L
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